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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No0.158/1987
dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi

Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.



B. Konsonan

| Tidak dilambangkan
< B

@ T

< Ts

dl J

C H

¢ Kh

: D

d Dz

J R

J Z
o S
g Sy
we Sh
o2 DI

& Th

& DI

4 ¢ (koma menghadap ke atas)
d Gh

o F




it Q
d K
J L
A M
o N
3 W
® H
¢ Y

Hamzah (z) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka
dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma diatas (*), berbalik dengan koma (,,) untuk
pengganti lambang “¢”

. Vokal, Panjang, dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

[13%2]
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong

A = fathah A Ju
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i = kasrah I Jé

U = dlommah U O

[13%3]

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
s J
¢ o

D. Ta’ Marbutah (3)

13

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di
transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4wl 4. )l menjadi al
risalat al mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yangterdiri
dari susunan mudhlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya

yaitu : 4&es 4 menjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya’Allah kana wa lam yasya’ lam yakum.

4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinspnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bum Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan,
namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
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kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmanWahid,”

“AminRais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Inta Fatkhiya, 17220025, 2021, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry
Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif
Magashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo), Skripsi, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Ibrahim Malang, Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Magashid Syariah

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Pelaku usaha harus bisa menjamin keamanan produk yang akan dijual
dengan mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,
Dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan apabila pelaku
usaha melanggar peraturan maka akan terkena hukuman atau sanksi yang dapat
mengancam keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dan dapat
merugikan konsumen apabila membeli produk tersebut.

Penulis akan melakukan penelitian dengan fokus permasalahan terkait dengan
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang
Undang Perlindungan konsumen Perspektif Magashid Syariah (Studi di Home
Industry Desa Tegalrejo). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :1). Bagaimana
kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo terhadap pasal 8
Undang Undang Perlindungan Konsumen? 2). Bagaimana Pandangan Magashid
Syariah terhadap kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo?.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penulis ingin mengkaji dan
menganalisis bagaimana penerapan hukum dimasyarakat untuk menemukan fakta dan
data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukan bahwa pertama, kesadaran hukum
pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo dapat dikatakan masih rendah.
Realitanya bahwa pasal 8 ayat 1 huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen
masih belum mendapat perhatian dari pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo
karena masih terdapat pelaku usaha home industry yang tidak menjalankan peraturan
sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Dalam pandangan
magqashid syari’ah ketika pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo tidak mematuhi
pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memenuhi
pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz al-nash) dan pemeliharaan terhadap harta (hifdz
mal).
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ABSTRACT

Inta Fatkhiya, 17220025, 2021, Legal Awareness of Home Industry Entrepreneurs
Against Clause 8 of the Law on Consumer Protection from the Magashid Sharia
Perspective (Study in Home Industry at Tegalrejo Village), Thesis, Sharia Economic
Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
Malang, Advisor Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords: Legal Awareness, Entrepreneur, Magashid Sharia

Entrepreneurs were required to know the rules in carrying out their business
activities. Entrepreneurs had to be able to guarantee the sold products safety by
complying with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. In the clause 8
Consumer Protection Law it was explained that if a entrepreneur violated the
regulations, he would get punishment or sanctions that could threaten the continuity
of the business run by the entreprneur and could harm consumers when buying the
product.

The researcher would do research by a focus on issues related to the Legal
Awareness of Home Industry Entrepreneur against clause 8 of the Law on Consumer
Protection from the Magashid Sharia Perspective (Study in Home Industry at
Tegalrejo Village). The problem formulation those were: 1). How was the legal
awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village towards clause 8 of the
Consumer Protection Law? 2). How was Magashid Sharia's view of the legal
awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village?. This research was an
empirical research, because the researcher wanted to study and analyze how the law
was applied in society to find facts and data in the field. The approach used was a
sociological juridical approach. Data collection methods used were interviews and
documentation.

Based on the results of the study, it could be said that the first, legal
awareness of home industry entrepreneur in Tegalrejo Village ould be said to be still
low. The reality in clause 8 paragraph 1 letter g, i, j of the Consumer Protection Law
had not received attention from home industry entrepreneur in Tegalrejo Village
because there were still home industry entrepreneur who did not carry out regulations
in accordance with the Consumer Protection Act. Second, In the view of magashid
sharia, when the home industry business in Tegalrejo Village did not comply with
clause 8 of the Consumer Protection Act, then the entreprneur had not provided
namely the maintenance of the soul (hifdz al-nash) and the maintenance of property
(hifdz mal).
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan segala sesuatu hal
untuk mempertahankan dan meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Selama itu
tidak merugikan kepentingan orang lain dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam,
manusia telah diberi kebebasan untuk memilih berbagai cara agar dapat memenuhi
kebutuhannya. Perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kegiatan
bermuamalah telah diatur dalam peraturan syari’at Islam. Syari’at Islam telah
dijadikan sebagai landasan utama dalam bermu’amalah agar tidak terjadi kerugian
atau pelanggaran hak antara pihak yang bermu’amalah.

Dalam perkembangan zaman modern ini, dunia bisnis semakin mengalami
banyak kemajuan. Bervariasinya kegiatan usaha dapat menjadikan manusia saling
berkompetisi untuk meraih kesejahteraan hidup. Setiap umat muslim pasti
menginginkan dalam usahanya terdapat kemaslahatan. Dengan nilai kemaslahatan ini,
manusia akan mendapat keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh
karena itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya kegiatan bermuamalah selalu
memperhatikan prinsip prinsip syari’at, agar tidak bertentangan dengan ajaran agama
Islam. Bisnis merupakan kegiatan yang tidak lepas dari jual beli. Menurut Idris

Ahmad, jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang



dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya
atas dasar ridha.® Dalam aktivitas jual beli terdapat dua subjek, yakni ada pembeli
yang berkedudukan sebagai konsumen dan ada penjual sebagai pelaku usahanya.
Percakapan dalam jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.

Maka dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Firman Allah SWT dalam Surat Al Bagarah ayat 275:

Ll a5a s aall & 0aTs

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.?

Avyat tersebut telah menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu hukumnya
boleh, akan tetapi hukum jual beli dapat berubah menjadi haram apabila mengandung
mudharat didalamnya. Oleh sebab itu, pelaku usaha muslim perlu berhati hati dalam
melakukan usaha, karena orang yang memakan riba jiwanya tidak akan tenang.’
Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan agar manusia dalam bermuamalah
dengan jalan yang baik dan sah dalam syariat Islam dan Allah SWT telah melarang
dengan jalan yang bathil,* seperti jual beli yang mengandung penipuan, riba,
kecurangan maupun kedzaliman lainnya. Jual beli yang seperti ini akan merugikan

orang lain.

! Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 206.

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya
Surabaya, 2012), 58.

* Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya
Surabaya, 2012), 59.

* Abdul Aziz Muhammad Azzam,Figh Muamalat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 27.



Berbisnis dengan menggunakan basis syariah akan membawa keberkahan
untuk kehidupan didunia dan akhirat. Pelaku usaha yang menempatkan prinsip
syariah pada proses usahanya, maka akan melakukan semuanya dengan didasarkan
keridhoan Allah SWT. Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sikap yang baik
dengan berperilaku ramah kepada konsumen dan memberi kualitas yang baik barang
yang akan dijual sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang muslim yang mencari
rizki Allah SWT. Bisnis syariah adalah serangkaian kegiatan yang tidak dibatasi
jumlah kepemilikan hartanya baik barang maupun jasa, akan tetapi dibatasi cara
memperoleh dan menggunakannya.® Pada dasarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh
berbeda dengan bisnis pada umumnya, seperti upaya memproduksi atau
mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi,
aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya dan
menjalankan perintah Allah SWT dalam bermuamalah. ®

Firman Allah SWT Surat Al Jumu’ah ayat 10:

O QT 1588 a1 15805 bl Jlab Gy 1585005 a5 (3 1375000 5 sl g 136

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu

beruntung.’

> Asmuni dan Siti Mujiatun, Bisnis Syari’ah, (Medan : Perdana Mulya Sarana,2016), 11.

® Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Pranadamedia Group: 2014), 23.

" Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya
Surabaya, 2012), 809.



Kita dapat memanfaatkan peluang usaha untuk mencari kesejahteran ekonomi
dalam hidup Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai sumber kehidupan.
Manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik baiknya. Pada
dasarnya mencari rizki bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang,
memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka yang panjang dan dapat memberi
bantuan kepada sesama atau diamalkan ke jalan Allah SWT. Rizki dapat diperoleh
dengan cara berikhtiar. Bermacam macam kegiatan usaha dapat dilakukan oleh
manusia untuk mendapatkan penghasilan dengan jalan yang baik, salah satunya

adalah mendirikan usaha home industry.

Home industry atau yang dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah
suatu usaha atau perusahan kecil yang bergerak dibidang industri tertentu.® Di
katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan
dirumah.® Keberadaan home industry dapat dijadikan sebagai salah satu komponen
dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan home industry sangat
diperlukan, karena dapat membantu dalam memperkembangkan perekonomian.
Industri di pedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil.
Perkembangan home industry dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya home industry diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan hidup dimasyarakat pedesaan.

® Jasa Unggah Muliawan, Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis, (Yogyakarta :
Banyu Mulia, 2008), 3.

° Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”
Jurnal pengembangan masyarajat Islam, Vol. 3, No. 2,( 2018) : 93.



Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya. Dalam menjalankan bisnis rumahan pelaku usaha juga harus bisa
menjamin keamanan produk yang akan dijual dengan menerapkan Undang Undang
yang berlaku sehingga perlu diupayakan kesadaran hukum oleh pelaku usaha agar
tidak terkena sanksi pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen dan tidak
merugikan konsumen ketika  memperdagangkan produknya. Salah satu hak
konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengonsumsi barang dan jasa.'® Hak ini memungkinkan bahwa konsumen
akan terjamin keamanannya dalam mengonsumsi barang atau produk. Konsumen
akan memperoleh perlindungan tersebut apabila barang yang dikonsumsi dan

diperdagangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut J.S.T Simorangkir hukum adalah peraturan peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, dan apabila peraturan tersebut di
langgar maka akan mendapat sanksi atau hukuman.'’ Dengan adanya peraturan
diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, nyaman
dan tertib tak terkecuali pada Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999. Pentingnya Undang Undang Perlindungan Konsumen vyaitu untuk

melindungi konsumen yang posisinya lebih lemah dari pada pelaku usaha, karena

1% pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
** Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1.



konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang atau jasa sehingga memerlukan
berbagai aspek hukum supaya dapat dilindungi dengan adil dan agar dapat
mendorong pelaku usaha dalam menjalankan usahanya penuh dengan rasa tanggung
jawab.'? Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membuat Undang Undang
Perlindungan Konsumen, isi dari Undang Undang tersebut, salah satunya memuat
tentang larangan larangan pelaku usaha pada pasal 8.

Pada pasal 8 ayat (1) huruf i Undang Undang Perlindungan Konsumen

menerangkan bahwa :

“Pelaku usaha di larang tidak memasang lebel atau membuat pejelasan
barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha
serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus
dipasang/dibuat”. 13

Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa
kadaluarsanya, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak
layak untuk dikonsumsi. Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk

merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya informasi kadaluarsa para

konsumen dapat mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan.

2 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran), (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 19.
 pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Hal ini terbukti bahwa pada pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang
dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.**

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar konsumen dapat
mengetahui informasi yang benar pada produk makanan yang beredar sebelum dibeli
untuk dikonsumsi. Pada pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk
penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan
yang berlaku”. 1

Dengan adanya peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut
yang telah mengatur perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha bertujuan untuk

dipatuhi oleh pelaku usaha dan agar memiliki kesadaran hukum ketika

memperdagangkan produknya.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat
dalam diri manusia atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga yang
ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum

terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat dalam masyarakat yang

' pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
' pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



bersangkutan.'® Kesadaran hukum mencangkup pengetahuan hukum, pemahaman isi
hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.'” Seseorang yang memiliki kesadaran
hukum berarti merasa bahwa perilakunya telah diatur oleh hukum. Diperlukannya
kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan
kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari
pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini
akan terlihat ketertiban hukum dimasyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi
kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila

masyarakat terbukti melanggar hukum.

Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan
bahwa pelaku usaha yang melanggar pasal 8 Undang Undang Perlindungan

Konsumen maka akan mendapat sanksi sebagai berikut :

“ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua

milyar rupiah)”.*®

'® Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 152.
7 Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 237.
*® pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Apabila pelaku usaha tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan
Konsumen maka dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana dalam pasal 62 Undang
Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban
apabila ada unsur kesalahan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Maka
dari itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberi informasi dalam produk pangan

yang telah diproduksi.

Bahkan dalam Islam sesungguhnya juga mengatur mengenai pemberian
informasi pada produk. Ayat ini menjadi rambu rambu agar dalam berbisnis tidak
merugikan orang lain.

sebagaimana firman Allah SWT Surat Asy Syu’ara Ayat 183:

Chauds S,z.j)\i\ 8555 Yy ahalal (Wl ) SLAE Y

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak haknya

dan janganlah membuat kerusakan di bumi. *°

Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dan tidak di
perbolehkan dalam kegiatan bisnis. Sebagai umat muslim yang bertakwa kepada
Allah SWT mereka akan berusaha berbuat baik dalam hidupnya dari bagaimana
mereka menjalankan usahanya karena, apa yang mereka perbuat di dunia akan

dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, seharusnya menghindari praktek

9 Departemen Agama Republik Indonesia, 4/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya
Surabaya, 2012), 526.
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bisnis yang tidak diperbolenkan dalam Islam seperti, dalam bentuk penipuan atau

merugikan orang lain.

Tujuan yang akan diperolenh dalam hukum Islam, yaitu untuk meraih
kemaslahatan, kerahmatan, keadilan serta kebahagiaan dan terpeliharanya individu
dan masyarakat dalam kehidupan peradapan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut
menurut Ar-Rokhili, Islam meletakan Undang Undang atas dasar  prinsip
menghilangkan kesulitan dan kemudharatan, terwujudnya sikap keadilan,
pemeliharaan hak hak individu dan masyarakat, menjalankan amanah dan diikuti

dengan akhlak yang mulia sehinggia dapat terciptanya kesejahteraan. %

Tujuan
kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh Islam dalam kegiatan ekonomi adalah
selaras dengan maghasid syariah (tujuan tujuan syariah).”* Dalam melakukan
kegiatan usaha seharusnya didasari dengan prinsip kemaslahatan, karena akan
memberi dampak yang baik kepada para pihak baik itu pelaku usaha maupun

konsumen. Apabila ada kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak maka dapat

mengakibatkan perpecahan.

Magashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak
diwujudkan oleh syari’at dalam setiap hukum yang ditetapkannya.?> Bentuk
pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan

dharuriyyah khamsah ialah memelihara agama (hifzh al din), memelihara jiwa (hifzh

**Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 9.
? Misbahul munir dan Djalakuddin, Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 6.
*? Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.
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al nafs), memelihara akal (hifzh ‘aql), memelihara keturunan (hifzh al nasb) dan
memelihara harta (hifzh al mal). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat
dlarar ( membahayakan ) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah
maslahah. Segala sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang dihalalkan oleh Al qur’an
dan Sunnah merupakan maslahah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan
manusia melalui pelestarian dharuriyyah khamsah dan segala sesuatu yang terlarang
dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan. ?* Selain bertujuan untuk
memberi kemaslahatan pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam
berbisnis agar mengetahui cara menjalankan usaha dengan benar dan menjalankan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian,
magasid syariah memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk aktivitas
usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari
kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai
pedoman bagi pelaku usaha.

Di Desa Tegalrejo banyak dijumpai berbagai pelaku usaha salah satunya bergerak
di bidang home industry. Terdapat sekitar sepuluh home industry yang memproduksi
jenis makanan. Adapun produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha juga beraneka
ragam. Produk tersebut dibuat oleh pelaku usaha yang dilakukan ditempat tinggalnya.

Berikut adalah data home industry di Desa Tegalrejo sebagai berikut:

% Misbahul munir dan Djalakuddin, Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.
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Tabel 1.

powamn | |

Naik/ Turun_Produk_Komoditi
Produk_laut I

Perubahan_laut [ ‘, i {

UMikroKecil_Industri RT

ditas pariwisata UMikroKecil_Pariwisata L

ditas perkanan UMikroKecil_Parikanan ; i \‘!
oditas pertanian UMkroKeci_Pertanian il

ditas peternakan UMkroKeci_Peternakan T
va di Desa UMikroKeci_Lainnya (‘l T une
R Total UMkroKeci i

Sumber : Indeks Desa Membanéim 2021

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tegalrejo karena di Desa Tegalrejo
telah mengalami banyak perkembangan mengenai keberadaan home industry untuk
mengembangkan keterampilan dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.
Keberagaman home industry ini membuat bermacam macam jenis produk makanan
yang diproduksi oleh pelaku usaha. Makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha
terbungkus dalam kemasan sehingga konsumen perlu mengetahui informasi pada
produk yang mereka konsumsi. Apabila produk tersebut tidak memenuhi standart
sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen maka implikasinya dapat
merugikan pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini memungkinkan untuk
diadakan penelitian agar mengetahui kesadaran hukum pada pelaku usaha home

industry di Desa Tegalrejo.
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

kesadaran hukum oleh pelaku usaha produk home industry, penulis tertarik untuk

membahas : “Kesadaran hukum pelaku usaha home industry berdasarkan pasal

8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif Magashid Syariah (Studi

di home industry Desa Tegalrejo)”

B. Rumusan Masalah :
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo
berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo

perspektif maqashid syari’ah?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa
Tegalrejo berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa
Tegalrejo perspektif maqashid syari’ah.
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
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1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah, dan
memperluas bagi khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo
berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif
Magashid Syariah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau
referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi produsen home Industry
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
masukan untuk pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo dalam
menjual produknya yang seharusnya memiliki kesadaran hukum yang
berlaku agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang Undang
yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya dan tidak merugikan
konsumennya yang membeli produk tersebut. Selain itu, juga agar
mendapat ridho maupun barokah dari Allah SWT serta terhindar dari
perbuatan yang keji.
b. Bagi Masyarakat
Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih selektif dalam
membeli produk home industry sehingga keamanan dan mutu produk

bisa terjamin.
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dari hasil penelitian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya sudah
mengetahui dan memiliki gambaran dan memiliki wawasan apabila
menggunakan judul penelitian tentang kesadaran hukum pelaku usaha
home industry di Desa Tegalrejo berdasarkan Pasal 8 Undang Undang

Perlindungan Konsumen.

E. Definisi Operasional
Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian yang terdapat dalam judul
untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan memudahkan pemahaman
bagi pembaca:

1. Kesadaran hukum adalah keadaan dimana masyarakat telah mengetahui,
mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan larangan hukum
sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur oleh hukum.
Kesadaran hukum mencangkup pengetahuan hukum, pemahaman isi
hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.?*

2. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum vyang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

** Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 237.
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perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor,
dam lain lain. ®

3. Home industry atau yang dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah
suatu unti usaha atau perusahan kecil yang bergerak dibidang industri
tertentu.”® Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan
ekonomi ini di pusatkan dirumah.”

4. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen
yang memuat asas asas atau kaidah kaidah yang mengatur, dan
melindungi kepentingan konsumen.?®

5. Magqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak

diwujudkan oleh syari’ dalam setiap hukum yang ditetapkannya.?

F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penyusunan tulisan ini maka akan disusun mengenai

sistematika penulisan terlebih dahulu:

a. Bab |l Pendahuluan
Pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang yang

menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan

% Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran), (Banjarmasin : FH Unlam Press: 2008), 33.

?® Jasa Unggah Muliawan, Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis,(Yogyakarta :
Banyu Mulia, 2008), 3.

%" Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”
Jurnal pengembangan masyarajat Islam, Vol. 3, No. 2,( 2018): 93.

* Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:Grasindo:2006), 11.

** Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.
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masalah yang menguraikan permasalahan yang akan diteliti, tujuan
penelitian yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang
akan diperolen dalam penelitian ini, definisi operasional yang
menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk memahami
maksudnya dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab Il Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori.
Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang
dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini
membahas tentang konsep kesadaran hukum pelaku usaha home industry
berdasarkan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen di Desa
Tegalrejo.

BAB 11l Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metodelogi penelitian yang
digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
empiris. Metode penelitian terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan
penelitian, Sumber data, Lokasi Penelitian, Metode pengumpulan data dan
Metode pengolahan data.

BAB IV Pembahasan dan analisis data
Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data data yang di

perolen dari hasil wawancara, kepustakaan dan dokumentasi yang
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kemudian akan dianalisis dari data primer dan sekunder untuk menjawab
rumusan masalah.
BAB V Penutup

Pada bab yang terakhir ini akan menguraikan kesimpulan dan saran
dari penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dari seluruh bahasan
sebagaimana yang ada pada rumusan masalah. Dengan disertai saran yang

dapat menjadi masukan untuk peneliti serta dapat berguna bagi pembaca.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu
sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Nuzliawati NIM (3302150081) dengan judul
“Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat
halal MUI di Kota Salatiga”.®® Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini,
membahas tentang kesadaran hukum pengusaha dalam mendaftarkan
sertifikasi halal yang ada pada kemasan kripik paru. Kesadaran hukum
produsen Kripik paru terhadap sertifikasi MUI masih sangat rendah. Ada 10
responden mereka mengetahui sertifikasi halal, akan tetapi hanya 4 yang
mendaftarkan sertifikasi halal. Faktor yang menghambat pelaku usaha
tidak mendaftarkan sertifikat halal adalah pelaku usaha yang khawatir
mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan produk masih Kkecil,
keengganan masyarakat karena memakan waktu untuk mengurusnya dan
sudah percaya bahwa produk yang dibuat sudah halal. Padahal konsumen
yang membeli produk dalam mengetahui halal dan tidaknya dapat

diketahui dari label halal.

% Nuzliawati, “Kesadaran hukum pengusaha kripik paru terhadap regulasi sertifikat halal MUI di
Kota Salatiga”,(Instititut Agama Islam Negeri Salatiga,2019)

19
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Untuk mencapai tujuannya peneliti menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris, vyaitu penelitian pada efektifitas hukum yang membahas
bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Sumber data yang digunakan
adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan

wawancara, dokumentasi dan obeservasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek
pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus
pada persoalan kesadaran hukum pengusaha Kkripik paru terhadap
sertifikasi MUI yang masih rendah. Sedangkan penulis membahas tentang
kesadaran hukum pelaku usaha home industry terhadap pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen yang akan di tinjau dengan magashid
syariah di Desa Tegalrejo.

2. Skripsi ini ditulis oleh M. Lutfi Nasution NIM (1506200384) dengan judul
“Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap
pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal”** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara ini, membahas tentang kepatuhan hukum atas pemenuhan

standar kesehatan oleh pelaku usaha makanan tradisional dodol di

*' M. Lutvi Nasution, “Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan
standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”,( Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)



21

Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natak yang masih kurang
terpenuhi. Adanya pelaku usaha yang masih belum mengurus sertifikat
pemenuhan standar kesehatan karena tidak mengerti tentang regulasi
tersebut dan takut mengeluarkan biaya yang besar. Bentuk pemenuhan
standar kesehatan telah tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor
tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Cara
Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

Untuk mencapai tujuannya penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris karena ingin menganalisis permasalahan dengan
memadukan bahan hukum dan sumber data primer yang ada di lapangan.
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk
menggambarkan data secara sistematis mengenai masalah yang akan
dikaji. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek
pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus
pada kurangnya kepatuhan hukum pada pelaku usaha makanan tradisional
dalam pemenuhan kesehatan terhadap sertifikat BPOM. Sedangkan
penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha home industry
terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif

magashid syariah di Desa Tegalrejo.
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3. Skripsi ini ditulis oleh Anas Jalalain NIM (33020160057) dengan judul “
Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan
bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di
Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)”.% Fakultas Syariah IAIN Salatiga
ini, membahas tentang kurangnya kesadaran hukum penjual ikan yang
menggunakan koran sebagai bungkus ikan. Bahan koran  dapat
membahayakan kesehatan karena tinta yang terletak dalam tulisan maupun
gambar mengandung senyawa logam logam yang disebut timbal. Apabila
koran bekas digunakan untuk membungkus ikan basah, maka timbal itu
akan pindah ke ikan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan karena
efek timbal. Hal ini telah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang
mengedepankan kemaslahatan untuk konsumen. Kesadaran hukum ini juga
berlaku kepada konsumen agar lebih berhati hati dalam membeli makanan
yang berbahaya.

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian

ini adalah deskritif analitik yang menggambarkan permasalahan. Sumber

%2 Anas Jalalain, “Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran
bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)” (Institut Agamalslam Negeri
Salatiga, 2020)



23

data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk teknik
pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek
pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus
pada persoalan kesadaran hukum penjual dan pembeli yang masih rendah
terhadap penggunaan koran sebagai bungkus ikan yang dapat
membahayakan kesehatan dan akan di tinjau dari hukum Islam dan
Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Sedangkan penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha
home industry terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen
perspektif magashid syariah di Desa Tegalrejo.

4. Jurnal ini ditulis oleh Tuti Haryanti dengan judul “Peningkatan kesadaran
hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak
konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah
Kota Ambon™.*® Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon ini,
membahas tentang persoalan sertifikasi halal yang belum menjadi
perhatian bagi pelaku usaha di Batu Merah Kota Ambon. Padahal dalam
Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 dan
Undang Undang 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa pelaku usaha harus

mencantumkan halal. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum

* Tuti Haryati, “Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam
menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota
Ambon”, Vol. XlI, No. 01,(2016); 73
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berdampak pada sikap atau perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak
mematuhi peraturan perundang undangan. Untuk mendaftarkan sertifikasi
halal, juga membutuhkan waktu dan biaya. Oleh karena itu, kesadaran
hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal
masih dikatakan sangat rendah.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dianalisis
secara kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek
pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut fokus
pada persoalan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha yang tidak
mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal, sedangkan
penulis membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha home industry
terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif
magashid syariah di Desa Tegalrejo.

Tabel 2.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan

Peneliti Penelitian
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Nuzliawati | Kesadaran Sama sama Fokus pada
hukum menggunakan Kesadaran
pengusaha jenis hukum
kripik paru penelitian produsen
terhadap empiris kripik paru
regulasi Sama sama terhadap
sertifikat menggunakan sertifikasi
halal MUI di kesadaran MUI yang
Kota Salatiga hukum masih rendah.

Ditinjau
menggunakan
hukum positif
dan hukum
Islam
Kepatuhan Sama sama Membahas
hukum menggunakan tentang
pelaku usaha jenis kurangnya
makanan penelitian kepatuhan
tradisional empiris pelaku usaha

terhadap

yang masih
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pemenuhan belum
standar mengurus
kesehatan di sertifikat
Kecamatan untuk
Kotanopan pemenuhan
Kabupaten standar
Mandailing kesehatan
Natal Ditinjau
dengan
hukum positif
Kesadaran Sama sama Fokus pada
hukum menggunakan persoalan
penjual dan jenis kesadaran
pembeli ikan penelilian hukum
terhadap empiris penjual dan
penggunaan Sama sama pembeli yang
bungkus menggunakan masih rendah
koran bekas kesadaran terhadap
ditinjau dari hukum penggunaan
hukum Islam koran sebagai

dan Undang

bungkus ikan
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Undang yang dapat
Nomor 8 membahayaka
Tahun 1999 n kesehatan
tentang Ditinjau
perlindungan menggunakan
konsumen Hukum Islam
(studi kasus dan Undang
di Pasar undang
Penggung Perlindungan
Kabupaten Konsumen
Boyolali) Nomor 8
Tahun 1999.
Tuti Peningkatan Sama sama Fokus pada
Haryanti kesadaran menggunakan persoalan
hukum jenis kesadaran
pelaku usaha penelitian hukum pelaku
terhadap empiris usaha yang
sertifikasi Sama sama tidak
halal dalam menggunakan mendaftarkan
menjamin kesadaran produknya
hak hukum untuk
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konsumen
muslim
(studi kasus
pelaku usaha
rumah makan
di Batu
Merah Kota

Ambon

memperoleh
sertifikasi
halal untuk
menjamin hak
konsumen
muslim.
Ditinjau
dengan

hukum positif

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kata “hukum” memiliki banyak makna yang luas meliputi seluruh

peraturan atau ketentuan, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur

kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan terkena sanksi. Pada

umumnya, para ahli hukum memberikan definisi dipengaruhi oleh dari

mana mereka memandang tentang hukum. Menurut Utrech hukum adalah

himpunan peraturan (perintah perintah dan larangan larangan) yang

menurus tata tertib dimasyarakat dan harus ditaati olen masyarakat itu.

Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropanoto hukum

adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku
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manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi
berwajib dan apabila peraturan itu dilanggar maka akan mendapat sanksi
atau hukuman.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa unsur yang perlu
ada dalam pengertian hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia
dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban. Dalam
hal ini, aturan tersebut bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang tegas.
Aturan tersebut harus dibuat oleh lembaga atau institusi yang
berkompeten.®* Setelah mengetahui definisi hukum maka dari itu
diperlukan kesadaran hukum di masyarakat agar terciptanya ketertiban dan
kesejahteraan.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa,
mengetahui atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, merasai dan
menginsafi. Kesadaran berarti keadaan mengetahui atau mengerti, hal yang
dirasakan oleh seseorang dan keinsafan. Kesadaran hukum merupakan
keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang hukum serta

fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekelilingnnya.®

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang
terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada.

Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan

* Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1-3
* Elliya Rosana, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”,Jurnal Tapis,Vol.
10 No.1, 2014:3.
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suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam

masyarakat dalam masyarakat yang bersangkutan,*

Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang arti kesadaran hukum.
Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa
hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup
kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak

hukum (onrech) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. *’

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana masyarakat telah
mengetahui, mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan
larangan hukum sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur oleh
hukum. Seseorang memiliki kesadaran hukum akan mau meninggalkan
larangan tanpa adanya paksaan dan kekerasan karena kesadaran ini timbul
dari diri sendiri. Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan
masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada
peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum
maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan
terlihat ketertiban hukum dimasyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan

sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan

*® Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 152.
*” Elliya Rosana,” Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat *, Jurnal Tapis,Vol.
10 No.1, (2014) : 5.
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dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori
kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak
diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha

masih rendah.

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dalam kesadaran

hukum, diantaranya :

a. Pengetahuan hukum
Seseorang dapat mengetahui tentang perilaku yang diatur oleh
hukum tertulis. Sehingga mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa
yang dilarang.
b. Pemahaman hukum
Seseorang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan
(tertulis) mengenai isi,tujuan dan manfaat dari peraturan.
c. Sikap hukum
Kecendurungan untuk menerima atau menolak hukum karena
ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan
manusia.
d. Pola perilaku hukum
Dimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Ini

merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku
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sesuai dengan aturan hukum dimasyarakat maka akan terlihat
kepatuhannya.®

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan patuh terhadap
hukum merupakan cita cita dari adanya norma. Kemajuan suatu
Negara akan dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum.
Apabila suatu Negara tingkat kesadaran hukumnya meningkat maka
akan semakin tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan begitu maka keadilan dan kesejahteraaan akan tercapai.
Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, jika kita sudah
konsisten untuk membangun Negara ini menjadi Negara hukum maka
siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat
diberlakukan secara diskriminatif. Jadi tidak boleh memihak kepada
siapapun. Peranan hukum didalam masyarakat itu untuk menjamin
kepastian dan keadilan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat langsung
terjadi begitu saja melainkan dengan melalui serangkaian proses yang
terjadi dari tahap demi tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum
Dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku

tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut dapat

% Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.
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berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa
yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang
dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum
tertulis dan manfaat bagi pihak pihak untuk kehidupan.
Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan
peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.
Sikap hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau

menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada
hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak
bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Pola perilaku hukum

Dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang
berlaku. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama
dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat bagaimana peraturan
berlaku atau tidak dalam masyarakat. Apabila berlaku aturan
hukum, maka sejaun mana masyarakatnya mematuhi peraturan

dapat terlihat dari pola perilaku hukum.*

** Elliya Rosana, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”,Jurnal Tapis,Vol.

10 No.1, 2014: 7
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Dari keempat tahapan tahapan di atas menunjukan bahwa ada
tingkatan tingakatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Kesaran
hukum akan terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan
dengan baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan Home Industry
a. Pengertian home industry

Home industry adalah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil.
Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini
dipusatkan dirumah. *° Home Industry atau dikenal dengan industri
rumahan merupakan suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak
dalam bidang industri tertentu. Jika dilihat dari modal dan jumlah tenaga
kerjanya tentu lebih sedikit.** Keberadaan home industry dapat dijadikan
sebagai salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di
daerah pedesaan home industry sangat diperlukan, karena dapat
membantu dalam memperkembangkan perekonomian. Industri di
pedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil.
Perkembangan home industry dapat menunjang laju pertumbuhan

ekonomi daerah. Dengan adanya home industry diharapkan dapat

0 Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”
Jurnal pengembangan masyarajat Islam, Vol. 3, No. 2,( 2018): 93

*! Jasa Unggah Muliawan, Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis, (Yogyakarta :
Banyu Mulia, 2008), 3.
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mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup
dimasyarakat pedesaan.
Pangan

Pangan ialah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari hari yang
tidak dapat ditinggalkan. Manusia tidak akan produktif dalam melakukan
aktifitasnya tanpa adanya makanan dan minuman yang cukup dan
bermutu. Masalah  pangan akan  berkaitan dengan keamanan,
keselamatan dan kesehatan baik jasmani atau rohani. Keamanan pangan
merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari hari.
Dengan hal ini, selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup maupun
harga yang terjangkau, pangan harus memenuhi persyaratan lain seperti
aman, sehat dan halal. Sehingga sebelum pangan tersebut didistribusikan
harus memenuhi persyaratan kualitas, cita rasa dan penampilan, maka
pangan tersebut harus benar benar aman untuk dikonsumsi. Bagi pelaku
bisnis industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan
potensi pasar untuk berbagai produk makanan yang diproduksinya.

Agar terwujudnya produk pangan yang aman tersedia secara memadai,
perlu diupayakan  suatu sistem pangan yang dapat memberikan
perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi, agar pangan yang
diedarkan atau diperdagangkan aman bagi kesehatan dan tidak merugikan

manusia. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya
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melalui suatu proses yang meliputi produksi, penyimpanan,
pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Perlindungan
hukum  terhadap konsumen vyang diberikan Negara harus
diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini sangat penting,
bahwa perlindungan konsumen harus menjadi salah satu perhatian yang
utama karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat
sebagai konsumen.*?
Label

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berupa
tulisan, gambar dan kombinasi keduanya yang disertakan pada produk,
kemudian dimasukan kedalam, ditempel atau dicetak pada kemasan
produk. Label mempunyai fungsi dalam penggunaannya, terutama dapat
menyediakan informasi bagi konsumen. Label pada pangan tidak hanya
untuk identitas produk pangan yang dijual saja, melainkan juga memuat
informasi didalamnya agar dapat dicerna oleh konsumen. Mulai dari
produsen yang mempoduksi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kode
produksi, komposisi, informasi nilai gizi, dan kehalalan. Dengan adanya
informasi pada label pangan, konsumen dapat memlih jenis produk dalam

kehidupan sehari hari sesuai dengan kebutuhannya.*’

*2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika: Cet 3 2011),

169.

* Winarno dan Jacqueline, label dan iklan pangan,(Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2011) ,1.
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Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun

1999

bahwa pelaku usaha dilarang tidak memasang lebel atau membuat

pejelasan barang yang memuat :

a.

b.

Nama barang

Ukuran

Berat/isi bersih atau netto

Komposisi,

Aturan pakai

Tanggal pembuatan

Akibat sampingan

Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan maka dapat

memperhatikan antara lain :

1. Standar mutu

Kebijakan mutu pada lingkup Departmen Perindustrian dan
Perdagangan dilakukan dengan cara sertifikasi berdasarkan dengan
ketentuan Pre Shipment Inspection (PSI) dan Pre Distribution
Inspection (PDI) yang didukung oleh sistem jaringan mutu
laboratorium. Dengan ketentuan tersebut, akan dapat terjamin

pelaksanaan pengawasan mutu produk dan dapat menjamin
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tersedianya produk yang bermutu yang sesuai standart, baik di
pasaran negeri maupun luar negeri. Untuk lebih menjamin produk
tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya
spesifikasi dan pencantuman tanda SNI, Namun juga perlu
dilaksanakan pengawasan oleh Departemen Perdagangan dan
Perdagangan. Pada produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI
yang beredar dipasaran dalam negeri maupun luar negeri.
Pemberlakuan SNI ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan
mutu, yang dapat menguntungkan produsen dan konsumen. Tidak
hanya konsumen dalam negeri melainkan juga luar negeri, karena
standar yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan standar mutu
Internasional.
2. Kadaluarsa
Umur simpan produk pangan merupakan suatu jangka waktu
penyimpanan produk pangan, dimana produk tersebut masih layak
dikonsumsi oleh konsumen.** Selain keamanan produk, dalam suatu
produksi, kualitas produk juga akan menurun karena perjalanan
waktu seperti produk makanan, maka perlu ditentukan masa
kadaluarsa. Masa kadaluarsa produk (tanggal, bulan, dan tahun)

dicantumkan pada label makanan tujuannya agar konsumen

* Winarno dan Jacqueline, label dan iklan pangan,(Universitas Atma Jaya: Jakarta), 2011, 4.
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mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli dan
dikonsumsi.

Beberapa jenis tanggal pada label :

a. Diproduksi atau dikemas tanggal.....

b. Dijual paling lama tanggal.....

C. Digunakan paling lama tanggal....

d. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal....

Dengan adanya Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label
produk akan dapat bermanfaat seperti, konsumen akan memperoleh
informasi yang jelas mengenai keamanan produk yang dijual oleh
pelaku usaha, distributor akan dapat mengatur stok barang
produksinya serta produsen dapat lebih menggiatkan dalam
pelaksanaan “quality control” pada produknya.”* Konsumen berhak
mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluarsa dalam produk
makanan industri rumah tangga. Pemerintah memiliki kepentingan
agar melindungi warga Negaranya dari mengonsumsi produk yang

bisa membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen.

3. Merek
Melalui tanda merek pihak konsumen dapat mengetahui

kualitas barang atau jasa baik dari pengalamannya maupun informasi

*> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2004), 78.
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yang diperoleh dari konsumen lain. Dengan adanya tanda merek
konsumen dapat menilai kualitas produk karena mengetahui siapa
yang memproduksi atau mengetahui barang dengan merek tersebut.
Selain untuk sebagai tanda membedakan antara satu produk dengan
produk lainnya yang sejenis, merek juga sebagai sarana informasi
untuk konsumen, karena merek sangat berguna untuk memberi ciri
pada produk atau jasa yang berasal dari pelaku usaha.
4. Kehalalan

Pencantuman keterangan halal pada suatu produk pangan
sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk
agama lIslam. Pencantuman label halal tersebut tujuannya agar
masyarakat yang beragama Islam terhindar dari mengonsumsi
makanan yang haram.“® Pada produk yang mengandung bahan dari

(13

babi harus tercantum tulisan “ mengandung babi”, dengan huruf
besar bewarna merah didalam kotak persegi panjang serta dengan
gambar babi untuk menginformasikan kepada konsumen. *’ Di
Indonesia, label pada produk makanan sangat erat kaitannya dengan
sertifikasi halal karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk

agama Islam. Oleh karena itu, sangat penting label pangan dan

tulisan halal pada kemasan dicantumkan guna menghindari produk

*¢ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta : Raja Grafindo
Persada : 2004), 79.
*” Winarno dan Jacqueline, label dan iklan pangan,(Universitas Atma Jaya: Jakarta, 2011), 11.
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pangan yang terbuat dari bahan bahan yang diharamkan oleh
Agama.
d. P-IRT
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah izin edar pangan
produksi yang berskala rumahan. Usaha rumahan yang memiliki
Sertifikat P-IRT, maka konsumen tidak perlu khawatir mengenai takaran,
komposisi produk, dan kemasan pada produk karena telah dijamin
keamannya melalui sertifikat P-IRT.
Adapun manfaat dari produk pangan yang memiliki izin P-IRT

sebagai berikut:

1. Produk sudah layak beredar
Produk pangan yang memiliki izin P-IRT akan dipastikan
bahwa produk tersebut sudah layak dan siap beredar untuk
dipasarkan.
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
Selain sudah layak beredar, pelaku usaha yang sudah memiliki
sertifikat P-IRT dapat memasarkan produknya secara luas. Jika
sebuah produk dapat menjangkau pasar yang luas, maka akan
banyak diketahui dan dikenal banyak konsumen sehingga peluang

untuk terjual juga semakin tinggi.
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3. Keamanan dan mutu produk terjamin
Dalam proses pendaftaran, produk pangan industri rumah
tangga akan diseleksi dan diuji oleh pihak dinas kesehatan. Selain
produk, pemilik usaha UKM juga dilakukan tes pengetahuan pada
bahan pangan serta diberi edukasi melalui bimbingan. Setelah
lolos pada tahap ini, kemudian izin P-IRT akan dapat dikeluarkan.
Dengan adanya prosedur ini yang cukup ketat, maka akan
dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah
terjamin.
4. Kepercayaan pembeli akan meningkat
Pada saat ini, para konsumen sudah semakin selektif dalam
memilih produk. Mereka dapat membedakan mana produk yang
aman dan yang tidak dengan melihat informasi pada kemasan.
Pada saat tercantum izin P-IRT pada kemasan produk pangan yang
sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya dan
tidak ragu untuk membelinya.*®
Keberadaan izin P-IRT menjadi salah satu hal yang penting dalam
perkembangan produk produk pangan di Indonesia. Izin P-IRT ini
akan mengatur tentang keamanan produk pangan. Hal ini akan

berkaitan dengan keamanan pangan bagi konsumen. Sehingga harus

*® Sri Astuti Musaid, “Pengurusan izin pangan industry rumah tangga (PIRT) produk sagu tumbu di
desa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah”, Jurnal Manajemen dan akuntansi , Vol. 02,
No. 1 Juni (2019): 69.
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diterapkan bagi usaha rumah tangga, agar produk yang dihasilkan
sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau

dipasarkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan” konsumen akan berhubungan dengan
perlindungan hukum. Dengan hal ini, perlindungan konsumen mengandung
aspek hukum. Posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh
hukum. Tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan kepada
masyarakat. Az Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen
adalah rangkaian dari hukum konsumen yang memuat asas asas maupun
kaidah kaidah yang mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen.*®
Perlunya Undang Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi
konsumen yang posisinya lemah dibandingkan dengan produsen karena
proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur
tangan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk
meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, hukum ini juga
akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh
tanggung jawab.*® Perlakuaan perlindungan terhadap konsumen bukan
berarti untuk merugikan pelaku usaha. Akan tetapi, yang menjadi tujuan

utama adalah ingin menciptakan keadilan antara kedua belah pihak dengan

*® Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:Grasindo:2006), 11.
> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.
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prinsip saling menguntungkan.®® Inilah fungsi peraturan perundangan yang
ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan. kemudian, yang
terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan
masyarakat.
a. Pengertian Konsumen
Konsumen berasal dari istilah asing bahasa Inggris yaitu consumer,
dan bahasa Belanda yaitu consument. Sedangkan secara harfiah konsumen
adalah orang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa
tertentu.”?. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.>®
Unsur unsur definisi Konsumen :

a. Setiap Orang
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang

berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.

> Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 425.

2 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran), (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 7.

> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta :Grasindo,2006), 10.
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b. Pemakai
Penjelasan UUPK pasal 1 angka (2), kata “pemakai” menekankan
pada, konsumen adalah konsumen akhir.
c. Barang dan/ atau jasa
Istilah barang atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut
digunakan kata produk. Pada saat ini “produk” sudah berkonotasi
barang atau jasa. Yang mulanya kata produk hanya merujuk pada
istilah barang. Sebagai contoh dalam dunia perbankan, produk
digunakan untuk menanamkan jenis layanan perbankan. Sedangkan,
jasa diartikan sebagai layanan yang berupa pekerjaan maupun prestasi
yang disediakan untuk masyarakat agar dimanfaatkan oleh konsumen.
d. Yang tersedia dalam masyarakat
Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus
tersedia didalam pasaran.
e. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan
Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pengertian
konsumen ini sudah dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir.>* Jadi
barang atau jasa yang dikonsumsi tidak diperdagangkan lagi,

melainkan konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk.

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,( Jakarta :Sinar Grafika, 2011), 27.
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b. Hak Hak konsumen :

Terdapat hak hak konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4

Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang

kemudian akan disusun kembali secara sistematis sebagai berikut :

1)

2)

Hak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen berhak memperolen keamanan barang dan jasa
yang ditawarkan. Produk barang atau jasa apabila dikonsumsi
tidak boleh membahayakan konsumen agar konsumen tidak

dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

Hak untuk mendapat informasi yang benar

Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus
disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan karena agar
konsumen tidak mempunyai gambaran yang salah atas produk
barang dan jasa. Informasi ini bisa disampaikan melalui berbagai
cara, seperti dengan lisan kepada konsumen, dengan
mencantumkan dalam kemasan produk (barang) serta dapat
melalui iklan diberbagai media. Apabila dikaitkan dengan hak
konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung
risiko pada keamanan konsumen, maka wajib disertai dengan

informasi yang berupa petunjuk pemakaian yang jelas.
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Menurut Troelstraup, konsumen pada saat ini membutuhkan
banyak informasi yang lebih relevan dibanding dengan 50 tahun yang

lalu, alasannya :

1. Terdapat lebih banyak produk, merk dan penjualnya.

2. Daya beli konsumen semakin meningkat.

3. Lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga
belum banyak diketahui semua orang.

4. Model model produk lebih cepat berubah.

5. Kemudahan transportasi dan komunikasi yang dapat membuka
akses lebih besar pada macam macam penjual (produsen).
Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi

tanggung jawab Negara untuk diberikan perlindungan.

3) Hak untuk didengar

Hak untuk didengar berkaitan dengan hak untuk mendapatkan
informasi. Karena, informasi yang diberikan oleh yang
berkepentingan sering tidak memuaskan konsumen. Dengan
demikian, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi

lebih lanjut.
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6)
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Hak untuk memilih

Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengonsumsi
produk. la bebas untuk membeli atau tidak membeli dan tidak
boleh mendapat tekanan dari pihak luar. Jadi, seandainya ia ingin
membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan

dibeli.

Hak untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa sesuai

dengan nilai tukar yang diberikan

Pada hak ini konsumen harus dilindungi dari permainan harga
yang tidak wajar. Dalam hal ini, kualitas dan kuantitas barang dan
jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang
dibayarkan. Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha
dapat mengatur pasar  dengan menaikkan harga, sehingga

konsumen yang menjadi korban karena tidak ada pilihan.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Apabila konsumen merasakan kualitas dan kuantitas barang
dan jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya, maka konsumen berhak untuk mendapat ganti

kerugian yang pantas. Jumlah dan jenis kerugian itu harus sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing

masing pihak.
7) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Apabila permintaan yang diajukan oleh konsumen dirasa tidak
mendapat tanggapan yang layak dari pihak pihak terkait dalam
hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak memperoleh
penyelesaian hukum, termasuk advokasi.*>® Jadi, konsumen berhak
menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak pihak yang

dipandang merugikan karena mengonsumsi produk tersebut.

c. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui
perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi. Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini
adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang,

distributor, dam lain lain. ¢

> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 33.
>® Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran), (Banjarmasin : FH Unlam Press: 2008), 33
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d. Larangan Pelaku Usaha
Larangan larangan pelaku usaha telah dituangkan dalam Undang
Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Sebagai berikut :
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang
undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam
label atau etiket barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam lebel atau keterangan barang

dan/atau jasa tersebut;
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Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang

Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang

tertentu;

. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,

dicantumkan  sebagaimana pernyataan  “halal”  yang
dicantumkan dalam lebel;
Tidak memasang lebel atau membuat pejelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus
dipasang/dibuat;
Tidak  mencantumkan informasi dan/atau  petunjuk
penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
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(3)  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan
atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4)  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.>

e. Hubungan Pelaku usaha dengan Konsumen

Secara umum hubungan antara produsen (perusahaan penghasil
barang atau jasa) dengan konsumen ( pemakai akhir dari barang atau
jasa) merupakan  hubungan yang terus menerus dan
berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling
menghendaki dan memiliki tingkat saling ketergantungan antara satu
dengan lainnya. Produsen akan membutuhkan dan bergantung atas
dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen,
pelaku usaha tidak mungkin terjamin kelangsungan usahanya. Namun,
juga sebaliknya konsumen kebutuhannya juga bergantung pada hasil
produksi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada

pemasaran dan penawaran. >

>’ Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidnungan Konsumen
*% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 9.
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Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang Undang Perlindungan
Konsumen
Aturan mengenai sanksi sanksi yang dapat dikenakan kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan terdiri dari :
a. Sanksi administratif
Pasal 61 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan
sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal
19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana di maksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang
undangan.

Sanksi administratif ini dijatuhkan kepada pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran sebagai berikut :

a) Tidak dilakukannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha
terhadap konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau
penggantian barang atau jasa sejenisnya, juga perawatan kesehatan

atau memberi santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
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b) Terjadinya kerugian sebagai akibat aktivitas produksi iklan yang
dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.

c) Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan
purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun
pemeliharaanya, pemberian jaminan garansi yang ditetapkan

sebelumnya.

b. Sanksi Pidana Pokok
Sanksi pidana pokok yaitu sanksi yang dapat dikenakan dan
dijatuhkan oleh pengadilan atas tututan jaksa penuntut umum pada
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 61, berkaitan
dengan sanksi pidana menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat
dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya *°
Dalam pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor

8 tahun 1999 sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan
Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun
atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua

milyar rupiah)

> Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 424.



55

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16,
dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan
penjara paling lama 2 Tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat

tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang

berlaku.

Sanksi Pidana Tambahan

Dalam pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Nomor 8 Tahun 1999, Sanksi sanksi pidana tambahan yang dapat

dijatuhkan berupa:

1.

2.

3.

Perampasan barang tertentu.

Pengumuman keputusan hakim.

Pembayaran ganti rugi.

Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen.

Pencabutan izin usaha.

Ketentuan dalam pasal 63 Undang Undang Perlindungan

Konsumen memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan

diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan
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ketentuan Pasal 62 Undang Undang Tentang Perlindungan
konsumen.
4. Tinjauan Umum Tentang Magqgashid syariah
a. Pengertian Maqgashid syariah
Magashid syariah terdiri dari dua kata, magashid dan syariah. Kata
magashid merupakan bentuk dari jama’ maqgshad yang berarti maksud
dan tujuan, sedangkan syariah memiliki pengertian hukum hukum
Allah Swt. yang ditetapkan untuk manusia yang menjadi pedoman
untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.®* Magashid
syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak

diwujudkan oleh syari’ dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Menurut Wahbah Zuhaili magashid syariah adalah makna makna
dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan
untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan
dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang

ditetapkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya.®
Allah berfirman dalam Surat Al an’am ayat 57 :

Cleadll 752 505 AV fami 4 V) RSN )

% Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran), (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 100

®! Ghofar Shidig, “Teori magashid al syariah dalam hukum Islam”,Vol. XLIV, No. 118, (2009): 118.
®2 Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 27.
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Menetapkan hukum itu hanyalah hal Allah. Dia menerangkan yang

sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang baik.®®

Allah SWT sebagai dzat yang membuat syariah, maka yang dimaksud
dengan musyarri’ adalah Allah SWT itu sendiri. Sedangkan Nabi hanya
sebagai penyampai hukum hukumnya yang telah diciptakan. Allah SWT
dalam memberikan taklif (beban tanggung jawab) kepada mukallaf tentu
mengandung makna kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan (khoir)
dan menolak kerusakan bagi manusia.®* Allah SWT dalam menetapkan
hukum tentu saja untuk kebaikan mukallaf bukan untuk kepentingan Allah
SWT sendiri. Bagi yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan pahala
dan bagi yang berbuat keburukan (kejahatan) maka akan mendapatkan

dosa.

Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang
diistilahkan dengan dharuriyyah khamsah (lima hal pokok yang yang
menjadi tujuan syari’ah) yaitu memelihara agama (hifzh al din),
memelihara jiwa (hifzh al nafs), memelihara akal (hifzh ‘aql), memelihara
keturunan (hifzh al nasb) dan memelihara harta (hifzh al mal). Dalam
kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat dlarar (membahayakan) pada

salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah maslahah. Segala

® Departemen Agama Republik Indonesia, 4/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya
Surabaya, 2012), 180.
* Misbahul munir dan Djalakuddin, Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 8.



58

sesuatu bentuk aktvitas ekonomi yang dihalalkan oleh Al qur’an dan
sunnah merupakan maslahah, karena itu akan memberi manfaat bagi
kehidupan manusia melalui pelestarian dharuriyyah khamsah. Segala
sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan

kemudharatan. ®
Dalam kitab Mustasfha pada bab istishlah menyebutkan bahwa :

Oaale S8 aglle s pglusi s aglic 5 agus Ciig aeiad agale Laday ) g8 5 dused BIAN (e g Al 3 puaia
Aaliae Lgad 35 siuia sed Jsa¥) o2 Csile JS 5 daliae sed dusadll L gal) oda Lain

Tujuan pensyariatan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk
memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan, dan hartanya. Setiap
hal yang berpotensi dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal
pokok ini, maka akan menghasilkan maslahah. Adapun semua hal yang
mengabaikannya akan menimbulkan mafsadah. Maslahah baru akan

dapat dicapai dengan menolak mafsadah itu.®

Pemeliharaan kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentingannya

memiliki tiga tingkatan yaitu :

1. Dharuriyah, adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya

kemaslahatan manusia, aspek kehidupan manusia sangat bergantung

® Misbahul munir dan Djalakuddin,Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.
®® Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 41.
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kepadanya, baik aspek diniyah (dunia) maupun akhirat sehingga
tingkatan ini tidak dapat ditinggalkan oleh manusia. Apabila tidak ada
maka kehidupan di dunia akan hancur dan kehidupan di akhirat akan
rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling
tinggi. Tujuan hukum Islam dalam bentuk dharuriyah ini
mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat
penting adalah ad dharuriyah al khams merupakan pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, jiwa dan harta. Menurut
Syarifuddin, kelima dharuriyah tersebut ialah hal yang mutlak yang
harus ada pada manusia.

2. Hajjiyat, adalah suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh
manusia dan keberadaannya untuk mempermudah dan menghilangkan
kesulitan. Orang yang tidak mengedepankan kebutuhan hajjjiyat pada
dasarnya tidak akan membuat kehidupan hancur dan berantakan, akan
tetapi akan mendapat kesulitan.

3. Tahsiniyah, merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan
sesuatu. Apabila hal ini tidak didapatkan manusia tidak akan merusak
dan menyulitkan manusia. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk kebaikan

dan kemuliaan. ¢’

®” Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 9.
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Dilihat dari sisi urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga
kepentingan dharuriyah, hajjiyat dan tahsiniyah maka pada umumnya
akan diurutkan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (Hifzh din)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga

tingatan:

a. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, adalah
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang
termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat,
dan haji.

b. Memelihara agama dalam tingkatan hajjiyat adalah
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud mengindari
kesulitan.

c. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyah adalah
mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat
manusia.

2. Memelihara jiwa (Hifzh Nafs)
Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah
agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk
mempermainkan jiwa orang lain. Allah Swt memiliki kekuasaan

mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak
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melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang
yang mendahului kekuasaan Allah Swt dengan melenyapkan orang
lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga
sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan
Allah Swt.

. Memelihara akal (Hifzh aql)

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk
membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan
akalnya, mencari jalan keluar menggunakan akalnya dan akan hidup
menggunakan akalnya. Apabila akal terganggu maka terganggulah
perjalanan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah
SWT telah membuat aturan aturan, baik perintah atau larangan
tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

. Memelihara keturunan (Hifzh nasb)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan.
Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan
pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis
keturunan.

. Memelihara harta (Hifzh mal)
Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan

manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan
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harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan
di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit
bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan
sesuatu yang diinginkan. la juga tida dapat menunaikan ibadah yang

berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

® Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : Pramedia Group, 2019), 118.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan
(Field research) atau biasa dikenal dengan istilah penelitian hukum
empiris. penelitian ini masuk kedalam penelitan empiris karena penulis
ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum
dimasyarakat. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan,
mengidentifikasi hasil penelitian, kemudian memecahkan masalah sesuai
dengan kebutuhan, dan mengumpulkan data dengan memasukan hasil
data oleh peneliti.®® Dalam hal ini, penelitian hukum empiris akan
memandang hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana hukum
bekerja dilingkungan masyarakat.

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berarti sesuai
dengan keadaan nyata di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait
dengan kesadaran hukumnya terhadap pasal 8 Undang Undang
Perlindungan konsumen. Selain itu, peneliti juga akan mengaitkan dengan
magashid syariah bagaimana memandang kesadaran pelaku usaha home

industry dalam menjalankan usahanya di Desa Tegalrejo .

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia ,2010), 42.
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B. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum
sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan
nyata.”® Penelitian ini menekankan pada pengetahuan hukum secara
empiris dengan cara wawancara langsung ke objeknya penelitian. Dalam
Pendekatan  yuridis  sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi
permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan
Undang Undang.”* Dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi
bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha home industry terhadap Pasal
8 UndangUndang Perlindungan Konsumen di Desa Tegalrejo.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian untuk memperoleh pengetahuan. Lokasi Penelitian ini
dilakukan di home industry Desa Tegalrejo.

D. Sumber data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber sumber data, meliputi
sumber data primer, sumber data sekunder. Adapun penjelasanya adalah

sebagai berikut:

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar MetodePenelitian Hukum, (Depok :Raja Grafindo,2018) ,
133.
7! Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,(Bandung : CV Mandar Maju, 2016), 130.
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a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dengan mewawancarai pelaku usaha home industry untuk mengetahui
bagaimana kesadaran hukum terhadap Pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen di Desa Tegalrejo. Data primer ini akan
diperoleh dari informan pelaku usaha home industry di Desa
Tegalrejo dengan mewawancarai 10 pelaku usaha sebagai pemilik
home industry diantaranya : Mudrikatul, Hanik, Kholipah, Siti
Aminah, Mar’atus Sholihah, Zulaiha, Chofsoh, Mutmainah, Rina dan
Binti. Semua data yang sudah terkumpul akan digabungkan dan
dianalisis menggunakan teori teori hukum sesuai dengan penelitian

ini.

. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi
kepustakaan dengan menggunakan bahan bahan seperti, buku buku,
karya tulis ilmiah, jurnal, bahan dokumenter dan sumber sumber
tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian pembahasan
yang sama serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.”

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang

7> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar MetodePenelitian Hukum, (Depok :Raja Grafindo,2018) ,

30
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berupa buku buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara
Wawancara merupakan keadaan antara narasumber dan
pewawancara yang bertatap muka dimana pewawancara telah
menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan untuk
mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian.”* Dengan cara
ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang banyak dan
data data terkait dengan bagaimana kesadaran pelaku usaha home
industry terhadap Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
Peneliti akan mewawancarai pelaku usaha home industry di Desa
Tegalrejo.
2. Dokumentasi
Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu
dengan cara mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti

catatan dan bukti foto dari hasil wawancara.

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar MetodePenelitian Hukum, (Depok :Raja Grafindo,2018) ,
82
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F. Metode Pengolahan Data

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan

langkah langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa data (editing)

Editing merupakan proses penelitian kembali catatan, berkas,
informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.”* pada Perolehan data
atau informasi akan diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan
sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas
permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta memperbaiki data
yang kurang maupun ada yang terlewatkan dalam penelitian dan
meningkatkan kualitas tulisan tersebut.

2. Kilasifikasi (clasifying)

Setelah melakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan
klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari
berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

3. Verifikasi (vervying)
Mengecek kembali data yang sudah terkumpul apakah data

sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar MetodePenelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo,2006) ,
168.
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untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang di
peroleh.
4. Analisis (analyzing)

Tahap dimana data yang sudah diperolen kemudian dianalisa
menggunakan teori teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas
permasalahan yang di angkat.

5. Kesimpulan (concluding)
Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data.

Pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Tegalrejo

1. Letak Geografis Desa Tegalrejo

Berdasarkan data administratif, Desa Tegalrejo merupakan desa yang
terletak di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Desa Tegalrejo sebagai
salah satu desa yang terdiri dari 220 desa di Kabupaten Blitar. Desa
Tegalrejo memiliki luas wilayah desa 3,74950 km?. Jumlah total penduduk
4913 jiwa terdiri dari 2.408 penduduk laki laki dan 2.505 penduduk
perempuan. Desa Tegalrejo terdiri atas 24 Rukun Tetangga dan 8 Rukun

Warga.” Adapun batas batas Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
Batas Desa/Kelurahan Kecamatan
Sebelah Utara Tumpuk Wilingi
Sebelah Selatan Ploso Selopuro
Sebelah Barat Jambewangi Selopuro
Sebelah Timur Popoh Selopuro

” Indeks Desa Membangun, 2021.
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Gambar 1 Peta Kecamatan Selopuro

SELOPURO

KAB. BLITAR

Desa Tegalrejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Selopuro. Jarak
Desa Tegalrejo ke kecamatan adalah 3 km vyang dapat ditempuh
menggunakan kendaraan bermotor sekitar + 7 menit. Sedangkan jarak desa
Ke Kabupaten Blitar sekitar 25 km yang dapat ditempuh selama + 1 jam

dengan menggunakan kendaraan bermotor.
2. Karakteristik Ekonomi Desa Tegalrejo

Keberadaan ekonomi di Desa Tegalrejo tergantung dengan mata
pencaharian masyarakat. Beraneka ragam pekerjaan yang digeluti oleh
masyarakat Desa Tegalrejo seperti petani, buruh tani, pedagang, pegawai

swasta, PNS, pegawai swasta, pelaku usaha mikro dan lain lain. Dari
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pekerjaan tersebut yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk
mengetahui lebih jelasnya mata pencaharian masyarakat Desa Tegalrejo

dapat dilihat ada table dibawah ini :

Tabel 4.
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Mata Pencaharian Jumlah Jiwa
Petani 583
Buruh Tani 176
Peternak 25
Pedagang/Wiraswasta 21
PNS 7
Buruh Pabrik 294
TNI 1
POLRI 2
Dokter 1
Bidan 1
Perawat 7
Pegawai swasta 184
Nelayan 0
Pelaku usaha mikro 48
Lainnya 299
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Sumber : Indeks Desa Membangun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Tegalrejo
memiliki pekerjaan yang berbeda beda. Mata pencaharian Desa Tegalrejo
yang paling banyak adalah bekerja sebagai petani yakni 538 jiwa. Hal ini
karena didukung dengan kondisi geografis yang ada. Penggunaan lahan di
Desa Tegalrejo terdiri dari sawah, pekarangan atau bangunan dan tegal. Para
petani selain menghasilkan padi, juga terdapat petani yang menghasilkan
tanaman jagung, sayur sayuran, kacang tanah, dan juga tembakau. Namun,
ada juga yang bekerja sebagai peternak. Peternak disini ada bermacam
macam, seperti peternak ayam, kambing dan sapi sedangkan, para pedagang
yang ada di Desa Tegalrejo menjual barang dagangannya juga berbeda beda,
ada yang menjual pakaian, sepatu, buah buahan, sayur sayuran, sembako,
kelontong, dan ada juga yang menjual makanan disekitar pinggir jalan.
Masyarakat yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro juga dapat
mengembangkan keterampilan dan meningkatkan ekonomi masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

B. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada saat
ini tak jarang pelaku usaha yang menekuni home industry pangan, seperti
halnya di Desa Tegalrejo. Usaha yang dijalankan termasuk dalam home

industry karena kegiatan produksinya dilakukan di rumah. Produk produk
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yang dihasilkannya juga bermacam macam, seperti: stik bawang dan seledri,
keripik usus, keripik pisang, keripik jamur, keripik singkong, keripik tempe,
kerupuk bawang dan udang, opak gambir, kacang goreng dan krecek
singkong. Produk home industry ini dapat dijual di warung warung, toko toko
dan juga dapat membeli secara langsung di rumah produksi.

Terkait dengan kesadaran hukum dapat dicermati dari penuturan 10
pelaku usaha di Desa Tegalrejo dengan narasumber yang pertama yaitu ibu
Mudrikatul (30 Tahun). Ibu Mudrikatul adalah pemilik home industry yang
memproduksi makanan ringan dalam kemasan, yaitu stik bawang dan stik
seledri. Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen, beliau menyatakan :

“Saya menjalankan usaha home industry ini kurang lebih masih 3
tahunan. Dulu sebenarnya pernah mencoba ingin mendaftarkan izin PIRT
dan sempat tanya tanya juga, namun karena saya mengetahui persyaratannya
ternyata banyak dan lumayan ribet. Akhirnya hingga saat ini masih belum
mendaftarkan. Kalau terkait dengan ancaman sanksi ya pasti ada rasa takut

juga, apalagi kalau tiba tiba ada pengecekan dari Dinkes. »76

Ibu Mudrikatul sebenarnya juga pernah mengikuti penyuluhan mengenai

packaging untuk produk home industry, kemudian beliau menuturkan :

’® Mudrikatul, wawancara, ( Tegalrejo, 19 Juli 2021)
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“Dulu saya juga pernah mengikuti penyuluhan tentang packaging dan
pelatihan untuk produk makanan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Kabupaten Blitar untuk warga ukm.” 7

Gambar 2.
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JNTAS PA r»\(.}'I‘NG;_.r
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Berdasarkan wawancara penulis kepada ibu mudrikatul bahwa beliau
pernah mencoba untuk mendaftarkan izin PIRT. Namun, karena persyaratan
akhirnya masih belum mendaftarkannya. Walaupun pernah mengikuti
kegiatan penyuluhan tentang packaging bagi produk UKM yang merupakan
kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh wawasan mengenai
usahanya. Padahal Izin PIRT, label dan informasi kadaluarsa pangan
merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi
tentang pangan yang hendak diproduksi. Izin PIRT ini akan mengatur
keamanan produk pangan sehingga harus diterapkan bagi usaha home
industry, agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan

sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

7 Mudrikatul, wawancara, (Tegalrejo, 19 Juli 2021)
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Wawancara kedua yaitu dilakukan kepada ibu hanik yang memiliki

usaha kerupuk bawang dan kerupuk udang menyatakan :

“Untuk penjualannya saya menitipkan di warung warung atau toko
toko dan terkadang ada yang membeli secara langsung dengan datang ke

78
rumah.”

Lalu bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang

Undang Perlindungan konsumen beliau menuturkan :

“Ya semoga saja tidak terkena sanksi, jangan sampailah. Apalagi
sebanyak itu dendanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah usaha kami masih
aman aman saja mbak., sehingga masih tetap berjalan seperti biasanya.
Untuk pendaftaran PIRT memang belum pernah mendaftarkan karena
mengurus izin PIRT juga melalui banyak proseskan dan juga memakan
waktu sedangkan saya juga ada kesibukan, banyak pekerjaan, mengurus anak
sehingga masih belum mengurus izin PIRT. Toh saya juga belum pernah
mendapat komplen negatif dari konsumen saya. Sehingga saya yakin bahwa
produk saya ini aman aman saja.” "

Dari hasil wawancara kepada ibu hanik tersebut bahwa beliau memang

belum pernah mendaftarkan produknya untuk mendapat izin PIRT. Dengan

alasan bahwa mengurus izin PIRT akan memakan banyak waktu dan karena

’® Hanik, wawancara, (Tegalrejo, 21 Juli 2021)
7 Hanik, wawancara, (Tegalrejo, 21 Juli 2021)
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kesibukannya sehingga produk yang dijual belum memenuhi standar. Selain
itu, ibu hanik telah mempercayai bahwa produk yang dibuat sudah aman. Jadi
menurutnya tidak perlu untuk mengurus izin PIRT.

Dari hasil wawancara ketiga yaitu mak pah, yang mana mak pah ini
selain memiliki produk kue basah, beliau juga memproduksi kripik usus
dengan no. PIRT 2153505021044-22 yang dijual dirumah produksi.
Bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang
perlindungan Konsumen beliau menuturkan :

“Usaha yang saya jalankan selain memproduksi kue basah, kue tart
dan juga pesanan catering saya juga memproduksi jajanan kering yaitu kripik
usus. Kalau kripik ususnya sendiri saya jual dengan harga 13.000 per pcs
dengan netto 250 gr. Ini sudah ada izin PIRT nya karena dulu saya
mengurusnya, sehingga sudah mendapat izin PIRT dari dinas kesehatan dan
disini juga sudah ada informasi mengenai produk ini. Seperti Informasi
kadaluarsa juga sudah ada. Jadi saya tidak perlu khawatir mengenai sanksi

. ,» 80
karena sudah memenuhi standar” .

Produk home industry yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan
berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu,
serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk home industry yang

tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun

¥ Kholipah, wawancara, (Tegalrejo, 23 Juli 2021)
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minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang
berwenang memeriksanya. Produk home industry yang tidak memiliki izin
edar dari Dinas Kesehatan jika dikonsumsi sudah tidak layak oleh konsumen,
maka dapat menyebabkan kerugian. Hal ini tentu saja merugikan konsumen
sebagai pihak yang mengkonsumsi produk home industry dan pelaku usaha
yang memproduksi, karena usahanya dapat terancam Pasal 62 Undang
Undang Perlindungan Konsumen .

Untuk memperoleh sertifikasi industri makanan dan minuman pada
produk home industry, tahapan yang perlu dilakukan adalah mengurus izin
edar sebagai jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang
akan dijual sudah memenuhi standar keamanan. Usaha yang dijalankan di
rumah, maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan

Industri Rumah Tangga) ke Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota.

Wawancara ke empat yaitu ibu Siti Aminah yang memproduksi
kacang goreng. Produk ini hanya dibungkus dengan plastik tanpa adanya
label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Lalu bagaimana dengan kesadaran
hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen :

“ya.. memang saya belum pernah mendaftarkan terkait dengan izin
PIRT mbak. Sebenarnya kan hanya untuk berjualan saja. Nanti jualannya itu

saya titipkan ke warung dan juga toko didaerah sini saja. Dan menurut saya

produk yang saya buat ini sudah aman. Kalau mengenai ancaman sanksi ya
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sebenarnya takut juga, apalagi kan memang sudah tertulis dalam Undang
Undang tapi sejauh ini ya masih aman aman saja sih mbak.” 81

Wawancara kelima yakni dilakukan di home industry ibu Mar’atus
sholihah yang mana beliau telah memproduksi krecek singkong dengan
dibungkus plastik putih, kemudian akan dititipkan ditoko toko, lalu
bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen:

“Dalam memproduksi krecek singkong ini saya hanya dibantu oleh
anggota keluarga saja mbak. Kalau soal label dan informasi kadaluarsa
memang masih belum saya buat. Apalagi izin PIRT juga belum saya
daftarkan. Jadi ya masih seperti itu hanya diplastikin saja dulu.” 82

Wawancara keenam dilakukan di home industry keripik jamur.
Keripik jamur diproduksi oleh ibu Zulaiha. Kripik jamur ini juga dibungkus
dengan plastik putih saja, kemudian akan dititipkan ditoko toko. Lalu
bagaimana dengan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen, beliau telah menuturkan :

Saya belum pernah mendaftarkan produk saya untuk memperoleh izin
PIRT. Tapi kalau ingin mendaftarkan sebernarnya bisa datang langsung ke
Dinas Kesehatan nanti akan diberi arahan arahan disana. Tapi karena

kesibukan dan jaraknya kan lumayan jauh dari sini sekitar 25 km. Kalau buat

®! Siti Aminah, wawancara, (Tegalrejo 26 Juli 2021)
# Mar’atus sholihah, wawancara ,(Tegalrejo, 26 Juli 2021)
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wira wiri kesana juga prosesnya lama. Belum lagi juga pasti ada biayanya
seperti buat uji laboratorium. Akhirnya yasudah masih saya jual seperti itu
hanya memakai plastik saja.®*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha
memang kurang berminat untuk mendaftarkan izin PIRT dan memberikan
label serta informasi kadaluarsa pada produk.

Wawancara ketujuh yakni dilakukan di home industry opak gambir.
Opak gambir dengan no. PIRT 2063505011109-22 ini diproduksi oleh ibu
Chofsoh. Lalu bagaimana kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen. Beliau telah menuturkan :

“Usaha yang saya jalankan yaitu opak gambir, opak gambirnya
sendiri saya jual dengan harga 9.000 per pcs. Ini sudah ada izin PIRT nya.
Informasi kadaluarsa dan komposisi juga sudah ada » 84

Produk yang dijalankan oleh ibu chofsoh ini sudah memenuhi standar,
dengan memiliki kesadaran hukum maka tidak perlu khawatir mengenai
sanksi pada pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Wawancara kedelapan dilakukan di home industry kripik tempe.
Keripik tempe ini diproduksi oleh ibu mutmainah. Keripik tempe hanya
dikemas dengan plastik putih disertai dengan stiker dengan tulisan “Kripik

Tempe” saja tanpa ada label izin PIRT dan informasi kadaluarsa. Lalu

# Zulaiha, wawancara, (Tegalrejo, 11 Agustus 2021)
# Chofsoh , wawancara, (Tegalrejo, 11 Agustus 2021)
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bagaimana kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan
Konsumen. Beliau telah menuturkan :

“ Untuk keripik tempenya sendiri saya jual dengan menitipkan ketoko
toko dan saya jual dengan harga 6000 per pcs. Kalau untuk izin PIRT saya
belum pernah mendaftarkan nduk. Kalau mengurusnya selain mengeluarkan
biaya pastinya juga ada proses prosesnya yang lumayan ribet.” 8

Wawancara kesembilan dilakukan usaha keripik pisang yang
diproduksi oleh ibu Rina. Bagaimana mengenai kesadaran hukum terhadap
pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen :

“ Usaha yang saya jalankan yaitu keripik pisang. Untuk per pcs nya
saya jual dengan harga 9000. Tapi selama ini memang masih belum
mendaftarkan untuk memperoleh izin PIRT, tapi kalau didenda ya jangan
sampailah mbak, karena kan niatnnya hanya jualan untuk menambah
penghasilan keluarga itu saja. %

Wawancara yang terakhir yaitu kesepuluh dilakukan di home industry
keripik singkong yang diproduksi oleh ibu Binti, bagaimana dengan kesadaran
hukum terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen kemudian
beliau menuturkan:

“Produk yang saya buat ini aman mbak karena kan tidak

menggunakan bahan berbahaya. Sebenarnya alasan kenapa belum ada izin

¥ Mutmainah, wawancara, (Tegalrejo, 19 Agustus 2021)
® Rina, wawancara, ( Tegalrejo, 19 Agustus 2021)
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PIRT dan juga label informasinya adalah usaha ini kan masih belum lama
mbak. Masih dalam proses berkembang, istilahnya masih babat, jadinya

mulai berproses dulu.®’

Pelaku wusaha home industry yang memproduksi pangan, harus
mencantumkan label pada produk pangan yang dijualnya untuk memberi
informasi kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitupun
dengan pelaku usaha di Desa Tegalrejo. Menurut pasal 8 mencantumkan
tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting,
karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui batas waktu layak
konsumsi yang telah diperjualbelikan. Sebagai konsumen apabila membeli
produk yang tidak ada masa kadaluarsanya, maka akan dirugikan ketika
membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk merupakan hal
yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen mengetahui
batas waktu layak konsumsi yang telah diperjualbelikan. Ketika pelaku usaha
di Desa Tegalrejo tidak memenuhi hak hak konsumen, serta tidak memenubhi
kewajibanya sebagai pelaku usaha dalam hal tidak mencantumkan tanggal
kadaluarsa dan tidak memiliki izin PIRT di khawatirkan dapat merugikan
konsumen. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha harus

bertanggungjawab. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila

¥ Binti, wawancara, ( Tegalrejo, 30 Agustus 2021)
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ada unsur kesalahan secara hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam
pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999
sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2000.000.000,00 (dua milyar rupiah). ”

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada
kemasannya dan tidak ada izin PIRT nya, sebagai konsumen harus berhati hati
dalam mengonsumsi produk pangan karena untuk menjamin keamanannya.
Adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
diharapkan agar dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.
Fungsi dari peraturan perundangan vyaitu ingin mewujudkan keadilan,
kenyamanan, keamanan. kemudian, yang terpenting adalah menciptakan
kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pelaku usaha
seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk pangan
yang akan dijual untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha
dan menjalankan kewajibannya. Dengan adanya hukum, secara tidak langsung
juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan

bertanggung jawab. Tujuan hukum tersebut akan dicapai apabila dapat
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diterapkan dengan baik. Namun, pada kenyataanya hal tersebut tidak di
terapkan oleh pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo, sehingga tidak
menjalankan hukum dengan baik yang sesuai dengan Undang Undang yang

berlaku.

C. Pembahasan
1. Kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo

terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat
mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus
menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Kesadaran
hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar terciptanya Kketertiban,

ketentraman dan keadilan.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Desa Tegalrejo
terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan indikator

indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum
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Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui
bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum.® Perilaku
tersebut Dberkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang
diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha home industry Desa
Tegalrejo merupakan hal yang sangat penting, karena untuk
mengetahui tentang larangan pelaku usaha pada pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Apabila pelaku
usaha mematuhi sesuai peraturan yang ada maka tidak perlu khawatir
dengan adanya sanksi.®® Setiap pelaku usaha produk home industry
yang memproduksi makanan harus memberikan label, informasi
kadaluarsa dan izin PIRT. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf

i Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang tidak memasang lebel atau membuat
penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi
bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain
untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.*°

Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada masa

kadaluarsanya, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk

# Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.
¥ Kholipah, wawancara, ( Tegalrejo 23 Juli 2021)
% pasal 8 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, AF
menyebutkan bahwa ia pernah membeli produk makanan dalam
kemasan plastik tanpa informasi tanggal kadaluarsa sehingga karena
kelamaan di jual di warung produknya sudah tidak layak untuk
dikonsumsi.** Mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk suatu produk
merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para
konsumen dapat mengetahui batas waktu layak untuk dikonsumsi
produk yang telah diperjualbelikan. Hal ini terbukti bahwa pada pasal
8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 berbunyi :

“Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/  atau
memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan
yang paling baik atas barang tertentu » 92

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar
konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang produk
pangan yang beredar sebelum dibeli untuk dikonsumsi. Pada pasal 8
ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999 berbunyi:

! AF, wawancara, ( Tegalrejo, 2 Oktober 2021)
% pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau
petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang undangan yang berlaku”. 3

Undang Undang tersebut dapat memperkuat bahwa pelaku usaha
harus mematuhinya, supaya tidak terkena sanksi dalam melindungi
keberlangsungan usahanya dan dapat melindungi konsumen dari
mengonsumsi produk makanan. Dalam hal ini pengetahuan hukum
pelaku usaha home industry terhadap pasal 8 Undang Undang

Perlindungan Konsumen vyaitu pengetahuan mengenai produk

makanan harus disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin

PIRT.
Tabel 5.
No. Nama Pelaku Usaha Pengetahuan Pelaku
Home Industry Usaha
1. Mudrikatul Mengetahui
2. Hanik Mengetahui
3. Kholipah Mengetahui
4. Siti Aminah Mengetahui
5. Mar’atus S. Mengetahui
6. Rina Mengetahui

* Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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7. Mutmainah Mengetahui
8. Binti Mengetahui
9. Chofsoh Mengetahui
10. Rina Mengetahui

Sebanyak 10 pelaku usaha pelaku usaha home industry Desa
Tegalrejo sebenarnya sudah mengetahui bahwa produk makanan harus
disertai dengan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Akan tetapi,
pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan perilaku yang

mencerminkan kesadaran hukum.

2. Pemahaman hukum

Menurut Soerjono Soekanto pemahaman hukum adalah
seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan
(tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.’* Dalam hal
ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku
usaha tidak hanya dituntut untuk mengetahui peraturan atau hukumnya
saja, namun juga harus memahami isi dari peraturan tersebut. Tujuan
hukum perlindungan konsumen vyaitu untuk mengangkat harkat dan

martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari hal negatif

** Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 160.
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dari pemakaian barang atau jasa. Selain itu, hukum ini juga akan
mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh
tanggung jawab.” Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen
dijelaskan apabila pelaku usaha melanggar peraturan maka akan
terkena hukuman atau sanksi. Dalam hal ini dapat mengancam
keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha karena
terancam sanksi. Selain itu, juga dapat merugikan konsumen apabila
membeli produk tersebut. Akan tetapi, pada kenyataanya 8 pelaku
usaha home industry di Desa Tegalrejo masih belum mewujudkan

perilaku memahami hukum.

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau
menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada
hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat
bagi kehidupan.®® Sikap hukum pada pelaku usaha home industry Desa
Tegalrejo ditunjukan dengan apakah pelaku usaha dapat menerima
dan mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen tanpa rasa
keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap

hukum. Sikap hukum ini merupakan pilihan dari masyarakat sesuai

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.

% Elliya Rosana,
10 No.1, 2014: 7

“Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”,Jurnal Tapis,Vol.
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dengan nilai nilai dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara sikap
hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo masih belum
terbukti dengan adanya kepatuhan hukum. Apabila pelaku usaha
bersikap memiliki kesadaran dan mematuhi hukum maka seharusnya
mereka memberi label, informasi kadaluarsa dan mendaftarkan
produknya untuk memperoleh izin PIRT kemudian nantinya akan
mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pelaku usaha home industry hanya 2 pelaku usaha
yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan

yang ada.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana warga masyarakat telah
memenuhi peraturan yang berlaku.®” Seberapa jauh kesadaran hukum
masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pola perilaku
hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena
dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.*®
Penulis telah melakukan penelitian di Desa Tegalrejo, sebanyak 10
narasumber pelaku usaha home industry hanya 2 pelaku usaha yang

memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang

*7 Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 159

% Elliya Rosana,
10 No.1, 2014: 7

“Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”,Jurnal Tapis,Vol.
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ada. Label pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen
sebagai sumber informasi tentang pangan yang hendak diproduksi.
Keberadaan izin PIRT menjadi salah satu hal yang penting dalam
perkembangan produk produk pangan. Hal ini akan berkaitan dengan
keamanan pangan bagi konsumen yang harus diterapkan bagi pelaku
usaha home industry agar produk yang dihasilkan sudah terjamin
keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.
Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha home industry di Desa
Tegalrejo yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Tegalrejo,
kurang menunjukan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum.
Berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukan bahwa
kesadaran hukum pelaku usaha home industry terhadap pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen rendah. Terlihat mulai dari pengetahuan
hukum pelaku usaha home industry yang mana ditunjukan 10 pelaku
usaha telah mengetahui mengenai produk makanan harus disertai label
dan informasi kadaluarsa. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan
Undang Undang Perlindungan Konsumen 8 pelaku usaha belum
mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan
sesuai dengan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Untuk
sikap hukum dari 10 pelaku usaha hanya 2 pelaku usaha yang mematuhi

sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pola



90

perilaku hukum dapat terlihat dalam masyarakat Desa Tegalrejo bahwa
dari semua narasumber hanya 2 pelaku usaha yang mematuhi peraturan
sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pelaku usaha home industry
rendah.

Peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai
kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo maka
peneliti beralin ke faktor penyebab yang melatarbelakangi kurangnya
kesadaran hukum mereka terhadap pasal 8 Undang Undang Perlindungan
Konsumen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya kesadaran hukum
pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo di pengaruhi oleh beberapa
faktor sebagai berikut :.

1. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha home industry beranggapan bahwa produk yang
mereka buat benar benar sudah aman sehingga tidak perlu untuk
memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT pada
produknya, walaupun produknya tidak ada label, informasi kadaluarsa
dan izin PIRT, usaha mereka tetep berjalan dan yang terpenting
mereka mendapat keuntungan dan wusahanya tetap dikenal
dimasyarakat.”

2. Kurang minat

* Hanik, Siti Aminah, rina, wawancara, ( Tegalrejo, 2021)



91

Faktor dimana pelaku usaha home industry enggan untuk
melaksanakan peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen
karena harus memenuhi persyaratan, adanya kesibukan pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya dan akan membutuhkan waktu yang
lama dalam mengurusnya. Dalam hal ini, ibu Zulaiha mengungkapkan
bahwa karena kesibukannya jadi masih belum mendaftarkan izin
PIRT.Y  Begitupun juga ungkapan dari ibu Hanik bahwa dalam
mengurus izin PIRT pasti melalui banyak proses dan akan memakan

waktu, %

Apalagi untuk mengurusnya harus datang ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukan bahwa kurang
minatnya dalam mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan
Konsumen.
Faktor biaya

Pelaku usaha home industry merasa bahwa dalam memberi label,
informasi kadaluarsa dan juga izin PIRT pasti akan mengeluarkan
biaya yang banyak. Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa dari
pada uangnya untuk biaya mengurus izin PIRT lebih baik untuk
tambahan modal usaha. Mereka merasa bahwa produk yang dibuatnya

sudah aman jadi tidak perlu diberi label, informasi kadaluarsa dan izin

PIRT.

100
101

Zulaiha, wawancara, ( Tegalrejo, 11 Agustus 2021)
Hanik, wawancara, ( Tegalrejo, 21 Juli 2021)
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Dilihat dari faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pelaku
usaha home industry Desa Tegalrejo terhadap pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen, maka yang menyebabkan kurangnya tingkat
kesadaran hukum bagi mereka adalah karena faktor merasa bahwa
produk yang mereka buat sudah aman, faktor kurang minat dan faktor
biaya. Dari semua faktor tersebut maka dapat katakan kesadaran
hukum masih rendah. Bagaimana mereka memiliki kesadaran hukum
kalau pengetahuan tidak diimbangi dengan perilaku pelaku usaha
tersebut, padahal peraturan mengenai pasal 8 Undang Undang
Perlindungan Konsumen tidak hanya berguna bagi diri sendiri
melainkan juga akan berguna untuk konsumen yang mengonsumsi
produk tersebut.

Pemerintah juga memiki peranan yang penting dalam upaya
mewujudkan perlindungan hukum atas hak hak konsumen. Dimana
permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk
menata, mengontrol dan memperhatikan masyarakatnya agar
terciptanya keamanan, kesejahteraan dan keadilan.'®  Untuk
mengatasi pelanggaran pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo
pada pasal 8 Undang Undang perlindungan Konsumen maka

diperlukan upaya upaya yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

102

Riantika Pratiwi, “Pencantuman komposisi bahan pada label pada makanan sebagai hak hukum di

kota pekanbaru”, Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1, 2019 :83
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a. Perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas koperasi dan umkm pada
pelaku usaha home industry agar produknya sesuai dengan
standart.

b. Perlu diadakan penyuluhan atau edukasi oleh Dinas Kesehatan
tentang pentingnya keamanan dan mutu produk makanan home
industry karena dapat berdampak pada kesehatan konsumen
apabila tidak mencantumkan informasi yang jelas. Dengan hal ini,
masyarakat dapat terlindungi dari produk makanan yang tidak
sesuai dengan pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

c. Perlu diadakan pengawasan untuk menjaga beredarnya produk
makanan tanpa label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.

d. Perlu diadakan pembinaan terkait dengan tata cara pendaftaran
PIRT.

2. Kesadaran hukum pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo

perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Tegalrejo,
ada beberapa jenis makanan yang diproduksi oleh home industry. Pelaku
usaha tersebut telah memproduksi makanan dalam bentuk kemasan. Hasil
produk tersebut dijual baik di rumah produksi, di warung warung maupun di
toko. Untuk makanan dalam kemasan, menurut Undang Undang

Perlindungan Konsumen harus ada label, informasi kadaluarsa dan sudah
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mendapat izin PIRT. Pencantuman informasi dalam produk tersebut
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya produk pangan yang tidak layak
untuk dikonsumsi. Dengan adanya label, informasi kadaluarsa dan sudah
memperoleh izin PIRT maka produk makanan tersebut sudah dijamin aman
untuk kesehatan, karena sudah melalui uji laboratorium sedangkan, yang
menyebabkan pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran
hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Undang Undang

perlindungan konsumen tidak terlalu penting.

Pelaku usaha di Desa Tegalrejo masih banyak yang memproduksi
makanan belum sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.
Maka dalam hal ini, konsumen harus berhati hati dalam memilih produk
pangan untuk dikonsumsi. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam

surat Al-Maidah Ayat 88 yang berbunyi:
Osie a4 il (o) A g8 5 Lunda Dl AILaSE ) jlas 5

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah Swt kepadamu
sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kaepada Allah Swt yang

kamu beriman kepada-Nya.*®®

'% Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Duta Surya

Surabaya, 2012), 809.
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Pencantuman label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT merupakan
hal yang sangat penting untuk mencapai kemaslahatan yang dapat
mendatangkan kebaikan (khoir) dan menghindari kemafsadatan atau
mendatangkan kerusakan.'®. Kemaslahatan ini dapat diciptakan untuk
kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Islam telah
memberikan kelonggaran kepada individu untuk memanfaatkan segala hal
yang menjadi hak miliknya, akan tetapi juga harus memperhatikan hak orang
lain.’® Tujuan dari syariat ini adalah untuk kemaslahatan manusia yang ada
di bumi yang disebut dengan magashid syariah. Pembahasan magashid
syariah sebenarnya tidak lepas dari konteks maslahah. Maslahah disini adalah
adanya peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai tindakan
yang memberi kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut.
Pada pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk
menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan terhadap produk home

industry.

Magashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak
diwujudkan oleh syari’ dalam setiap hukum yang ditetapkannya. ‘% Sebagai
umat Islam melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat,

khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap sesama manusia,

1% Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, ( Malang: UIN Maliki Press, 2016), 8.
1% Misbahul munir dan Djalakuddin, Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 40.

106

Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 11.
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terutama untuk memenuhi hak hak manusia seperti, memberikan hak
keamanan, kenyamanan dan keselamatan untuk konsumen yang diberikan
oleh pelaku usaha home industry. Dalam Undang Undang Perlindungan
Konsumen bahwa keberadaan konsumen posisinya lebih lemah dari pada

pelaku usaha, karena sebagai pemakai akhir dari suatu produk.

Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan diistilahkan
dengan dharuriyyah khamsah ialah memelihara agama (hifzh al din),
memelihara jiwa (hifzh al nafs), memelihara akal (hifzh ‘ag/), memelihara
keturunan (hifzh al nasb) dan memelihara harta (hifzh al mal). Dalam kegiatan
ekonomi apabila tidak berakibat dlarar (membahayakan) pada salah satu dari
kelima tujuan tersebut maka itulah maslahah. Segala sesuatu bentuk aktivitas
ekonomi yang dihalalkan oleh Al qur’an dan Sunnah merupakan maslahah,
karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian
dharuriyyah khamsah dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka

akan mendatangkan kemudharatan. '

Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan banyaknya penjualan produk
home industry di Desa Tegalrejo yang akan berdampak kepada konsumen
karena dapat menimbulkan rasa ketidaknyaman, ketidakamanan dan jaminan,

mutu dan kesehatan terhadap produk.

' Misbahul munir dan Djalakuddin, Ekonomi Qur’ani (Malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.
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Dalam hal ini saudara AF menyebutkan bahwa dirinya pernah membeli
produk yang tidak layak untuk dikonsumsi :

“iya, saya pernah membeli ternyata sudah agak layu, mungkin karena
terlalu lama dijual diwarung dan hanya dikemas dengan plastik putih saja
1,108

sehingga saya pun juga tidak tahu, waktu itu langsung beli aja.

Begitu pula dengan saudari KS juga menyebutkan :

“pernah juga membeli jajanan yang tidak ada petunjuk tanggal
kadaluarsanya, hanya diplastiki saja gitu dan ternyata aromanya itu sudah
rada rada gak enak. Kalau untuk dampak mengonsumsi makanan seperti itu
ya pasti tidak baik untuk kesehatan dan ditenggorokan pun bisa menyebabkan

serak atau batuk ”.1%°

Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memuat larangan
larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku
usaha maupun konsumen. Hal ini merupakan wujud pemerintah untuk
melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam magashid syariah adalah

bentuk perlindungan terhadap jiwa (hifzh nafs).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (Hifdz Nafs) ini akan berkaitan dengan

produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pasal

108

AF, wawancara, ( Tegalrejo, 2 Oktober 2021)

1% KS, wawancara, ( Tegalrejo, 2 Oktober 2021)
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8 Undang Undang Perlindungan konsumen yang merupakan larangan pelaku
usaha. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut maka akan
dapat merugikan konsumen karena tidak memberi informasi yang jelas seperti
tanggal kadaluarsa, label, dan izin PIRT. Dalam produk makanan yang tidak
memuat label dan informasi akan membahayakan jiwa konsumen. Konsumen
yang mengonsumsi makanan yang tidak layak untuk dimakan, maka dapat
membahayakan kesehatan dan dapat mengancam jiwa konsumen.
Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan
memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam memproduksi
produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan
tentang menjunjung hak manusia dan mengindari adanya kemudharatan yang

dapat mengancam jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui
bahwa terdapat informan yang belum menyadari pentingnya pasal 8 Undang
Undang Perlindungan Konsumen terhadap larangan yang dilakukan oleh
pelaku usaha. Maka dari itu tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pasal 8
di Desa Tegalrejo masih rendah. Hal ini tidak sejalan dengan magashid

syariah terhadap hifdz nafs yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia.

Dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen juga dapat
berimplikasi terhadap keberlangsungan usaha pada pelaku usaha. Dalam pasal

62 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 berbunyi :
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“ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Dalam magashid syariah memberikan label, tanggal kadaluarsa dan izin
PIRT terhadap produk makanan juga dapat dikatakan sebagai pemeliharan
harta (hifdz mal), karena pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum tidak
akan terkena sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau
keberlangsungan usahanya. Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang
kehidupan manusia di dunia. **® Dengan harta seseorang dapat memperoleh
apa yang diinginkan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta tidak akan
memperoleh apa yang diinginkan dengan mudah dan gampang. Bahkan,
hidupnya akan terasa sulit dan dapat menyusahkan orang lain. Begitu juga
tidak dapat menjalankan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta
seperti: zakat dan haji. Maka dari itu harta menjadi penopang kehidupan yang
penting untuk dimiliki dan dijaga oleh manusia. Mematuhi peraturan Pasal 8
Undang Undang Perlindungan Konsumen akan menjaga kebutuhan pokok
manusia yaitu pemeliharaan terhadap harta (hifdz maal).

Adanya peraturan atau kebijakan tentang larangan pelaku usaha pada

pasal 8 Undang Undang Konsumen tentu saja memiliki dampak yang baik

110

Busryo, Magashid al syariah, ( Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 125.
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agar terciptanya keselarasan dalam menjual produknya agar tidak terkena
sanksi yang dapat merugikan keberlangsungan usahanya dan dapat
menghindari adanya kecurangan. Hal ini juga dapat melindungi konsumen
yang membeli produk tersebut agar terciptanya kenyamanan, keamanan,
keselamatan dalam mengonsumsi produk tersebut. Pelaku usaha yang

memiliki kesadaran hukum akan sejalan dengan magashid syariah.

Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan
usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman
bagi pelaku usaha. Jadi, dengan adanya penelitian ini juga dapat memberi
dampak yang positif bagi pelaku usaha home industry diantaranya: dapat
memberi masukan dan informasi bagi pelaku usaha home industry mengenai
pentingnya hukum perlindungan konsumen, lebih memperhatikan lagi dalam
memproduksi makanan supaya tidak menyebabkan kerugian baik bagi
konsumen maupun pelaku usaha dan dapat mengetahui adanya sanksi ketika

melanggar ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku

usaha home industry di Desa Tegalrejo maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum, apabila masyarakat sudah
mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat
kesadaran hukum pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo masih
rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang
Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian oleh pelaku
usaha home industry di Desa Tegalrejo karena masih ada pelaku usaha
home industry yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang
tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 narasumber hanya 2 pelaku
usaha home industry yang patuh sesuai dengan Undang Undang
Perlindungan Konsumen. Adapun faktor faktor yang menyebabkan
kurangnya kesadaran hukum di Desa Tegalrejo adalah beranggapan bahwa
produknya sudah aman, kurang minat, dan faktor biaya dalam mengurus
PIRT.

2. Pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo berdasarkan teori magashid
syari’ah apabila tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan

Konsumen, maka pelaku usaha belum dikatakan memenuhi pemeliharaan

101
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terhadap jiwa (hifdz al-nash) dan pemeliharaan terhadap harta (hifdz mal).
Pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz al-nash) karena dikhawatirkan produk
pangan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga dapat mengganggu
kesehatan konsumen dan dapat mengancam jiwa sedangkan pemeliharaan
terhadap harta (hifdz mal) yaitu ancaman sanksi yang dapat menyebabkan
hilangnya harta atau keberlangsungan usahanya.

B. Saran

1. Bagi Pelaku usaha home industry dalam menjual produknya seharusnya
memiliki kesadaran hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi
karena melanggar Undang Undang yang dapat mengancam
keberlangsungan usahanya dan tidak merugikan konsumennya yang
membeli produk tersebut.

2. Konsumen sebaiknya lebih selektif dalam membeli produk home
industry sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin.

3. Kepada pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan
penyuluhan, edukasi, pembinaan terkait dengan standart, mutu dan label
kepada pelaku usaha home industry Desa Tegalrejo agar terciptanya

kesadaran hukum dalam kehidupan sehari hari.
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